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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya, Lakip Tahun Anggaran 2023(Triwulan I) dan Dokumen Penetapan 

Kinerja Tahun 2023 ini telah selesai disusun. Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini 

merupakan evaluasi dari  Kinerja Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu 

untuk Tahun Anggaran 2023. 

Sementara itu penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan 

yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah / 

tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja. 

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh 

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan 

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja 

dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance) membutuhkan prinsip-prinsip transparasi dan akuntabilitas. Output yang diharapkan 

dengan diterbitkannya Lakip Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 

ini, Sebagaimana diketahui Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) 

adalah Melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 

dan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan   Barang   Rampasan Negara; 

2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; 

3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 

Dengan tersusunnya Lakip Tahun Anggaran 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 

2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna 

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah Lakip Tahun Anggaran 2023 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah. 

PALU, 15 Maret 2023 
      K E P A L A, 

 
 

USMAN,S.S.Sos 
Nip. 19660705 199403 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
 

Penyusunan Lakip Tahun Anggaran 2023 Rupbasan Kelas I Palu ini dimaksudkan untuk 

menyampaikan hasil-hasil kinerja selama tahun 2023. Pelaporan ini pula diharapkan mampu 

menjadi bukti pertanggungjawaban instansi kepada masyarakat luas untuk diketahui. 

Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan 

efisiensi,efektivitas,produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka 

upaya menciptakan pemerintahan yang baik (goodgovernance). 

Seiring dengan berjalannya sistem, Rupbasan Kelas I Palu telah menjalankan tujuan- 

tujuan mendasar yang telah diprogramkan. Tujuan-tujuan yang telah dicapai dan hendak 

ditingkatkan tersebut adalah: 

1. Mewujudkan manajemen pembinaan dan perawatan Basan dan Baran yang baik; 

2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat luas;dan 

3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif,efisien,dan akuntabel. 

 
Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good 

governance dalam suatu negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan 

administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam 

menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good 

governance. Salah satu perwujudan Good Governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan 

akuntabilitasnya. 

 
Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good 

Governance. United Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik 

good governance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip 

akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan good governance dalam 

acuan umum penerapan good governance pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia. 
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B. Tugas dan Fungsi Organisasi 
 

 

 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu disingkat RUPBASAN yang 

beralamat di jalan Kekentina No. 1 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara yang berjarak sekitar 

± 20 Km dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, 

yang sudah berdiri sejak tahun 2005, yang sebelumnya masih menempati kantor BKPMD milik 

Pemerintah Daerah Kota Palu yang beralamat di Jalan Garuda. Kantor Rupbasan adalah tempat 

menyimpan dan memelihara : 

1. Benda Sitaan Negara (BASAN) yaitu benda yang disita oleh Negara untuk keperluan barang 

bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan 

agar terjamin keutuhan jenis dan mutunya. 

2. Barang yang dirampas oleh dan untuk Negara (BARAN) berdasarkan keputusan Hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan dirampas oleh Negara yang selanjutnya dieksekusi 

dengan cara : 

- Dimusnahkan 

- Dilelang untuk Negara 

- Disimpan di Rupbasan 
 

Mengingat operasional Rupbasan Kelas I Palu telah berfungsi sebagaimana mestinya, 

maka dalam rangka penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Rupbasan Palu sebagai salah satu 

upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimanan telah diamanahkan 

dalam Landasan Konstitusional UUD 1945 yang secara yuridis telah tertuang dalam KUHAP Pasal 

44 ayat (1) bahwa benda sitaan / barang rampasan negara disimpan dalam Rumah  Penyimpanan 

Benda Sitaan Negara, dimana Rupbasan secara operasional telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. 

Tugas dan Fungsi Rupbasan Kelas I Palu antara lain: 

1. Memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita 

untuk keperluan Barang Bukti pada tingkat Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan          

di sidang Pengadilan serta barang-barang yang dinyatakan dirampas untuk Negara 

berdasarkan putusan Pengadilan. 

2. Peningkatan pelaksanaan dan pengelolaan Basan/Baran. 

3. Peningkatan hubungan antar instansi terkait (aparat penegak hukum) dalam rangka proses 

penegakan hukum. 
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TUGAS FUNGSI 

Melakukan penyimpanan 
benda sitaan dan barang 
rampasan negara 

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang 
rampasan negara 

2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang 
rampasan negara 

3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN 
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan 

VISI 

Mewujudkan masyarakat memperleh status kepastian hukum dengan menjalin keutuhan, 

keselamatan, dan keamanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. 

MISI 

• Meningkatkan sumber daya manusia 
• Menumbuhkan sikap tanggung jawab pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi 
• Menigkatkan standar pelayanan kepada masyarakat 
• Melaksanakan pengelolaan benda sitaan negara secara optimal 
• Meningkatkan koordinasi dengan institusi penegak hukum 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

• Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara 
• Melakukan peng-Administrasian benda sitaan dan barang rampasan negara 
• Melakukan pengamanan dan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara 
• Melakukan urusan Tata Usaha 

 
 

C. STRUKTUR ORGANISASI 
 

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi 

dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, 

Rupbasan Kelas I Palu telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.04-PR.07.03 Tahun1985 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 

 
1. Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, dimana 

Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan melaksanakan tugas pengadministrasian yang terdiri 

dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, registrasi, mutasi dan pengeluaran benda 

sitaan dan barang rampasan negara, keadaan benda sitaan dan barang rampasan negara 

pada Rupbasan Kelas I Palu. 

2. Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi, dimana 

sub seksi Pengamanan dan Pengelolaan melaksanakan tugas ; 

a. Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Pengamanan dengan dibantu oleh regu 

pengamanan dilingkungan kantor Rupbasan dan Pengamanan terhadap benda sitaan dan 
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barang rampasan negara. 

b. Pengelolaan melaksanakan kegiatan administrasi di bidang : 

1. Kepegawaian 

Jumlah Pegawai di Rupbasan Kelas I Palu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. 

2. Keuangan 

- Melaksanakan kegiatan keuangan untuk kegiatan rutin Rupbasan yaitu melakukan 

pembayaran jasa tagihan telepon dan listrik. 

- Mengajukan belanja pegawai ( pembayaran gaji, lembur dan rapel ) 

- Membuat Laporan Keuangan tentang Anggaran Per Sub Bidang Satker / Bulan. 

3. Petugas Tata Usaha, Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, tata persuratan dan 

kearsipan, Mengagendakan kegiatan Kepala Rupbasan, Mengklasifikasikan arsip dan 

dokumen Surat masuk dan Surat keluar, Mendistribusikan surat dinas yang berasal dari 

instansi lain setelah mendapat disposisi dari Kepala Rupbasan. 

4. Pengamanan 

- Tugasnya melaksanakan pengamanan terhadap Basan Baran dan seluruh 

lingkungan kantor Rupbasan. 

- Petugas pengamanan dibagi menjadi 4 (empat ) regu jaga: 

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut juga telah mengatur susunan organisasi 

Rupbasan Kelas I Palu,yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun 

struktur internal Rupbasan Kelas I Palu. bidang-bidang tersebut terdiri atas: 

1. Kepala Subseksi Pengamanan dan Pengelolaan 

Persentase pencapaian target kinerja yang akuntable serta pemenuhan standar dalam 

pelayanan pemasyarakatan bidang pengamanan dan pengelolaan di wilayah kerjanya. 

2. Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan 

Persentase pencapaian target kinerja dengan administrasi yang akuntabel serta pemenuhan 

standar dalam pelayanan pemasyarakatan bidang Pengadministrasian dan Pemeliharaan 

Basan dan Baran. 

3. Petugas Tata Usaha 

Petugas Tata Usaha pada Kantor Rupbasan Kelas I Palu tidak termasuk pada Jabatan 

Struktural yang dalam hal ini menangani Surat masuk dan keluar serta sebagai agendaris. 
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STRUKTUR ORGANISASI RUPBASAN KELAS I PALU 
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D. PENGERTIAN TUSI DALAM STRUKTUR 
 

Rupbasan adalah tempat benda yang di sita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan 

dan didirikan pada setiap kabupaten atau kota. Didalam rupbasan ditempatkan benda yang harus 

di simpan untuk keperluan barang bukti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan termasuk barang yang di nyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. 

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas 

benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. 

Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa dan disaksikan oleh kepala Rupbasan. 

Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan 

barang rampasan Negara dari seluruh instansi di Indonesia. Pengelolaan benda sitaan dan 

barang rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I 

Nomor : M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kemenkumham Tahun 2010- 

2014 mengalami suatu kemajuan yang luar biasa dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

PETUGAS TATA USAHA 

 
SELVIANTY, Amd 

Nip. 19780113 201012 2 00 

USMAN, S.Sos 

NIP. 19660705 199403 1 003 

K E P A L A 

KASUBSI PENGAMANAN 
DAN PENGELOLAAN 

 
JOHNSON, SH 

Nip. 196906271990031001 

KASUBSI ADMINISTRASI 
DAN PEMELIHARAAN 

 
TRICIPTO, S.Sos 

Nip. 19730503 199403 1 001 
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

6 

21 

Pria Wanita 

Kemenkumham terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

standardisasi dan memberikan bimbingan tekhnis di bidang pengelolaan Basan dan Baran yaitu 

Direktorat Pengelolaan Basan dan Baran. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN 
 

A. Permasalahan 

Masalah atau kendala yang dihadapi RUPBASAN Kelas I Palu dalam melakukan kinerja 

program dan kegiatan antara lain : 

1. Kurangnya pengetahuan petugas penerimaan,penelitian,registrasi,penyimpanan dan 

perawatan Basan Baran Staf Administrasi dan Pemeliharaan; 

2. Kewenangan pengelolaan basan baran yang kurang maksimal ,jadi Rupbasan terkesan 

merupakan tempat penyimpanan barang bekas / rusak; 

3. Belum adanya aturan khusus bersama dengan instansi terkait yang menyangkut batas 

waktu penitipan Basan dan Baran di RUPBASAN; 

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

19 

 

 

 

 

Struk Pengamanan TU ADM/Pem 
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4. Kurangnya Jumlah Pegawai sehingga banyak tugas-tugas yang di rangkap. 

5. Sarana dan Prasarana Ruang yang masih kurang. 

6. Kurangnya Petugas Jaga. 
 

Perlu penambahan gudang basan baran,meningkatkan Rupbasan Kelas I Palu melayani 
Intansi penegak hukum , meliputi ; 

a. Polda Sulawesi Tengah 

b. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 

c. Kejaksaan Negeri Palu 

d. Kejaksaan Negeri Donggala 

e. Polres Donggala 

f. Polres Palu 

g. Bea & Cukai Pelabuhan Pantoloan 

h. PPNS DEPAR INDAKOP Kota Palu 

i. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 

j. Pengadilan Negeri Palu 

 
B. Capaian 

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah yang 

di hadapi dalam proses penyelenggaraan kinerja program dan kegiatan RUPBASAN    

Kelas    I Palu adalah: 

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi basan 

baran yang overload di gudang penyimpanan; 

2. Senantiasa menyampaikan informasi mengenai komitmen dan aturan yang ada kepada 

aparat/intansi penegak hukum; 

3. Mengupayakan kondisi gudang dan basan baran tetap rapi dan terpelihara dengan baik; 

4. Melakukan penataan Basan dan Baran serta teknik strategi sirkulasi mutasi/keluar 

masuk basan baran untuk memeinimalisir serta efektif tenaga. 

5. Pelaporan kinerja belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum ada 

pegawai   yang   pernah   mengikuti   Bimtek   atau   Diklat   pembuatan   Laporan 

Kinerja (LKj) 

6. Mengusulkan penambahan anggaran program publikasi di pagu alokasi untuk 

memperkuat kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan 

7. Membuat SOP penerimaan dan pengambilan basan baran; 

8. Membuat mekanisme layanan informasi untuk pengambilan basan baran 

melalui banner-banner; 
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Adapun tabel permasalahan dan capaian Organisasi sebagai berikut : 
 

 

SUB 

ORGANISASI 

PERMASALAHAN 

TAHUN 2022 

CAPAIAN TAHUN 2022 
CAPAIAN TAHUN 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB SEKSI 

ADMINISTRASI 

DAN 

PEMELIHARAAN 

Kurangnya SDM 

penunjang  dalam 

kegiatan penilaian Basan 

Baran (memiliki 

keahlian khusus) 

 

 

 

 

 

Program SDP yang 

dikembangkan masih 

mendapat hambatan dan 

kendala, dimana ini 

adalah salah satu 

program yang harus 

mendapatkan prioritas 

karena menjadi salah 

satu prioritas kantor. 

Menyelenggarakan kegiatan 

Workshop Penilaian basan baran di 

Rupbasan Kelas I Palu dengan 

mengundang narasumber dari 

Direktorat penilaian Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) KPKNL 

Palu. 

 

 

 
Mengajukan Kegiatan 

Pengembangan Aplikasi SDP bagi 

karyawan/ti untuk mengikuti 

kegiatan tersebut kepada pihak 

terkait.. 

- 

 

 

 

 
SUB SEKSI 

PENGAMANAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

Kurangnya SDM 

dibidang Pengamanan. 

 

 

Minimnya sarana 

prasarana pengamanan 

Mengajukan penambahan personil 

(petugas pengamanan) kepada 

pihak terkait 

 
 

Mengusulkan kpd pihak-pihak 

terkait namun sampai dengan saat ini 

belum direalisasikan 

- 
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C. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

Kelas I Palu selama 1 Tahun Anggaran Tahun 2023, terdapat beberapa isu 

strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain: 

 

No Isu Strategis/Kendala yang dihadapi 
Solusi/Tindak Lanjut 

 Kasubsi Pengamanan dan 
Pengelolaan 

 

1 Sumber Daya Manusia yang belum 
memadai dalam pelaksanaan Tugas 

Peningkatan Kompetensi SDM dalam 
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 
dengan melakukan bimbingan serta 
pelatihan teknis maupun fungsional 

2 Masih kurangnya fasilitas sarana dan 
prasarana pendukung yang secara 
signifikan sangat menghambat proses 
pelaksanaan tugas 

Pengadaan dan peningkatan sarana dan 
prasarana melalui usulan rencana kerja dan 
anggaran setiap tahun ke Kantor Wilayah 
Sulawesi Tengah dan Ke Sekretaris Jenderal 
Kemenkumham R.I. 

3 Masih Kurangnya Petugas Jaga yang belum 
memadai dalam pelaksanaan Tugas 

Permintaan Petugas Jaga setiap tahun anggaran 
ke Kanwil Sulawesi Tengah 

 Kasubsi Administrasi dan 
Pemeliharaan 

 

1 Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia 
yang menunjang dalam Pengawasan 
Barang sitaan dan Barang Rampasan 

Kompetensi SDM dalam 
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 
dalam penerimaan Basan dan Baran 

2 Masih kurangnya fasilitas sarana dan 
prasarana pendukung yang secara 
signifikan sangat menghambat proses 
pelaksanaan tugas 

Pengadaan dan peningkatan sarana dan 
prasarana melalui usulan rencana kerja dan 
anggaran setiap tahun ke Kantor Wilayah 
Sulawesi Tengah dan Ke Sekretaris Jenderal 
Kemenkumham R.I. 
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1.4 Dasar Hukum 

 
Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rupbasan 

Kelas I Palu adalah sebagai berikut : 

 

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi 

Pemerintah. 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan HAM; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 

2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 

11.  Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HM-01.PR.01.01 Tahun 2021. 

12.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 

Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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D. Sistimatika Laporan 
 

KATA PENGANTAR  : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan  

   Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun  

   2023 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan 

                                              Benda Sitaan Negara Tahun 2023 
 
 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan 

fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan. 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023 

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja 

Utama dan Anggaran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023. 

 
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis 

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023 berdasarkan dalam 

mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja 

Utama, Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tahun 2023. 

 
BAB IV PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam 

meningkatkan capaian kinerja tahun 2023
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BAB. II 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 

Dalam suatu organisasi perencanaan itu sangat penting karena di gunakan untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi karena tanpa 

suatu perencanaan fungsi suatu organisasi, pengontrolan, pengarahan tidak akan dapat berjalan. 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
PROGRAM 

TARGET 

2022 2023 

 Layanan Publik Lainnya Pengelolaan Basan Baran 100% 9,17% 

 Layanan Dukungan Manajemen Layanan BMN/Layanan 99,93% 28,46% 
 Internal Humas/Layanan   

`Program 
Pembinaan dan 

Penyelenggaraan 

 Umum/Perkantoran   

Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

Layanan Sarana Internal 98,18% - 

Pemasyarakatan Layanan Manajemen SDM 
Internal 

Layanan Manajemen SDM 100% - 

 Layanan 
Internal 

Manajemen 100% Layanan Perencanaan dan 
Pengganggaran/Pemantau 
an Evaluasi/Manajemen 
Keuangan 

100% - 

Dengan melihat sasaran kerja untuk tahun 2023 terjadi peningkatan pada semua 

indicator. Penetapan kinerja dan rencana kerja serta anggaran Rupbasan Kelas I Palu disokong 

dari biaya APBN(DIPA) tahun anggaran 2023. Rincian rencana kinerja tersebut dipaparkan 

sebagai berikut: 

 

 

Pada awal Tahun Layanan Publik lainnya dana yang sudah terserap pada Triwulan I untuk 

anggaran tersebut dari Rp. 136.356.000,- sudah terpakai sekitar 9.17% yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- 

dan untuk Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan dana sebesar Rp. 2.419.214.000,- telah 

terpakai sebesar 28.46% atau sebesar Rp. 688.477.971,-  

Perjanjian     kinerja     merupakan     amanat     dari      Instruksi      Presiden      Nomor      5 

Tahun 2004 tentang Percepatan   Pemberantasan   Korupsi   dan   Peraturan   Menteri 

Pendayagunaan     Aparatur     Negara     dan     Reformasi     Birokrasi     RI     Nomor     29      Tahun 

2010      tentang      Pedoman      Penyusunan      Penetapan      Kinerja       dan       Pelaporan 

Akuntabilitas      Kinerja      Instansi      Pemerintah.      Perjanjian       Kinerja       pada       dasarnya 

adalah     pernyataan     komitmen     yang     merepresentasikan     tekad     dan     janji     untuk 

mencapai   kinerja   yang   jelas   dan   terukur   dalam   rentang    waktu    satu    tahun    tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2023 
ANGGARAN Realisasi 2023 

Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan 

di Wilayah 

Layanan Publik Lainnya 1 Basan 
Baran 

136.356.000 12.500.000 

Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

12 Bulan 2.419.214.000 688.477.971 

Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

12 Bulan 9.081.000 0 

Layanan Manajemen SDM Internal 12 Bulan 
Layanan 

85,935,000 0 

 Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

1 Basan 
Baran 

22.460.000 0 
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Tujuan   khusus   perjanjian   kinerja   antara   lain   adalah    untuk    meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 

amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja, evaluasi kinerja aparatur dan 

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun mengacu 

kepada kedudukan,tugas, dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu pada 

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-

indikator       kinerja       dan       target       tahunan       yang        digunakan        dalam perjanjian   kinerja   

ini   adalah   indikator   kinerja   yang   telah   ditetapkan   dan    telah diintegrasikan dalam Rencana 

Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Dalam laporan kineria juga menielaskan realisasi capaian kineria sebagai hasil dari pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja 

dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam 

satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
Capaian Kinerja = Realisasi Kinerja 100% 

               Target Kinerja 
 

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran 

diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut: 

 
 

                     Capaian Realisasi Anggaran = Realisasi Anggaran X 100% 
                                                                             Pagu Anggaran  

 
Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas l Palu Aitar dahn mencapai target/sasaran kinerjanya, Selaniutnya dilakukan suatu 

analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja 

tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap Faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun 

dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk 

perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas l Palu secara 

berkelanjutan. 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target      2023 

1 Meningkatnya Pelayanan 

Basan Baran 

Persentase Benda Sitaan Dan 

Barang Rampasan   Yang 

Terjaga Kualitas Dan 

Kuantitasnya 

    70%     38,22% 

2 Meningkatnya Pelayanan 

Keamanan Dan Ketertiban 

Persentase Pengaduan Yang 

Ditindaklanjuti Sesuai Standar 

        70%      45,23% 

3 Meningkatnya Dukungan 

Layanan Manajemen 

Satker 

Terpenuhinya data dan 

peningkatan kompetensi 

pegawai pemasyarakatan 

    1 Layanan 1 Layanan 

Tersusunnya Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran dan 

laporan keuangan yang 

akuntabel dan tepat waktu 

1 Layanan 1 Layanan 

Tersusunnya dokumen 

rencana kerja, anggaran UPT 

Pemasyarakatan  dan 

pelaporan yang akuntabel 

tepat waktu 

1 Layanan 1 Layanan 

  Jumlah Layanan Perkantoran   1 Layanan   1 Layanan 

  

 
Nilai IKPA/ 

Nilai SMART 

100    83,45% 
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1. Meningkatnya Kualitas PenyelenggaraanPemasyarakatan 

 
1) lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan 
 

      Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas l Palu melaksanakan survey IKM 

secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan data hasil kuisioner / 

poin tingkat kepuasan. Laporan rekapitulasi hasil suryey IKM pada tahun 2023 

menunjukkan 85,24% klien merasa puas dengan layanan pemasyarakatan. 

 

2) Meningkatnya Pelayanan lnformasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai   
    standar 
 

Dalam rangka mencapai sasaran ini, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I 

Palu menyediakan layanan informasi pemasyarakatan melalui loket informasi. Petugas 

layanan informasi akan melayani mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WlB. pada hari Senin .s.d 

Jum'at, Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional tidak melayani tamu datang di 

Rupbasan. 

Selain itu layanan infomasi pemasyarakatan kepada publik dapat dilayani secara online 

melalui SDP Pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan mengharuskan Satker rnelakukan 

pengisian data SDP pada aplikasi sms-getway setiap bulannya. Hal ini bertuiuan untuk 

mendukung keterbukaan informasi pemasyarakatan di masyarakat luas. Data terkait 

jumlah klien, informasi Basan, dan Baran dapat disajikan secara online kepada publik 

dengan mengakses http://smslap.ditjenpas.go id/ . Data SDP Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas l Palu menunjukkan adanya kepatuhan dalam rnendukung pelayanan 

intormasi data pemasyarakatan yang uptodate. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Rumah      Penyimpanan      Benda      Sitaan      Negara       Kelas       I       Palu       merupakan 

Unit   Pelaksana   Teknis   pada   Kementerian   Hukum   dan    HAM    RI    yang    berada    dibawah 

dan    bertanggungjawab    langsung    kepada    Kantor    Wilayah     Kementerian     Hukum     dan 

HAM Sulawesi Tengah. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang 

diberikan,    Rumah     Penyimpanan     Benda     Sitaan     Negara     Kelas     I     Palu     diwajibkan 

untuk   membuat   Laporan   Kinerja   (LKj)   yang   berpedoman   pada   peraturan    yang   berlaku. 

LKj      Rumah      Penyimpanan       Benda       Sitaan       Negara       Kelas       I       Palu       tahun 

anggaran   2023   ini    diharapkan    dapat    memberikan    gambaran    mengenai    tingkat 

pencapaian   kinerja   yang   telah   dicapai    maupun    kegiatan    yang    belum    berhasil    atau 

belum terlaksana pada   periode   atau   tahun   tersebut   sehingga   dapat   menjadi   pedoman, 

acuan dan prioritas pada perjanjian kinerja pada tahun berikutnya. 

Penjabaran Akuntabilitas Kinerja suatu instansi menunjukkan adanya keterbukaan 

informasi menyangkut manajemen internalnya. Untuk itu,berikut ini disajikan laporan 

akuntabilitas kinerja dan percepatan realisasi anggaran Rupbasan Kelas I Palu tahun anggaran 2023, 

ringkasan percepatan realisasi anggaran TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut : 

Kegiatan : 

-  

No Indikator Kinerja Anggaran Keterangan 

1 Pelayanan Publik Lainnya 

-Inventarisasi Basan/Baran 

-Pemeliharaan Pemindahan 

Basan/Baran 

Rp.   136.356.000,- 

Rp.       7.200.000,- 

Rp.   129.156.000,- 

 

- 

2 Layanan Dukungan Manajemen Internal 

- Layanan BMN 

- Layanan Humas 

- Layanan Umum 

- Layanan Perkantoran 

Rp.   2.491.390.000,- 

Rp.          4.585.000,- 

Rp.          9.800.000,- 

Rp.        17.220.000,- 

Rp.     2.387.609.000,- 

- 

3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

- Perangkat Pengolah Data/ Komunikasi 

Rp.        9,081,000,- 

Rp.        9.081.000,- 

- 

4 Layanan Manajemen SDM Internal 

- Layanan Manajemen SDM 

Rp.      85.935.000,- 

Rp.      85.935.000,- 

- 

5 Layanan Manajemen Kinerja Internal 

- Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran 

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi 

- Layanan Reformasi Kinerja 

Rp.      22.460.000,- 

Rp.   1.700.000,- 

 

Rp.        5.700.000,- 

Rp.        7.460.000,- 

- 



 

 
 

 
 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

Kelas I Palu telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) tahun 2023 

ini. Lakip Tahun Anggaran 2023 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh 

rangkaian kegiatan dan program Rupbasan Kelas I Palu. 

 

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama tahun 2023 pada Rupbasan Kelas I Palu telah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal 

dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan- hambatan tersebut berupa: 

1. Kuantitas petugas yang sangat kurang; 

2. Kualitas SDM yang kurang optimal; 

3. Koordinasi disegala aspek yang belum dapat maksimal; dan 

4. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 

 

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah 

mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa: 

1. Kemampuan tenaga administrasi pemeliharaan; 

2. Kewenangan pengelolaan Basan Baran yang kurang maksimal ; 

3. Belum adanya aturan khusus yang menyangkut batas waktu penitipan Basan 

Baran di Rupbasan; 

4. Perlu penambahan gudang khusus untuk melayani + intansi penegak Hukum yang 

frekuensinya cukup tinggi. 

5. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung 

dilapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada; 

6. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari 

apa yang ada sekarang. 
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